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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk  mengetahui dan menganalisis pengaturan 

kewenangan jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif 

pembaharuan hukum pidana. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pengaturan 

kewenangan jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Bagaimana pengaturan tentang 

penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. 

Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang 

diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum 

melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan 

referensi lainnya. Hasil Penelitian ini adalah 1) Bahwa pengaturan kewenangan 

jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia tidak detail, tidak jelas, dan tidak tegas sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum. 2) Pengaturan penyadapan di masa 

mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana perlu diatur dalam satu 

undang-undang sebagai lex generalis, agar tidak tersebar di dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Kewenangan jaksa melakukan 

penyadapan tidak mengatur lebih lanjut terkait mekanisme penyadapan hanya 

sebatas pemberian kewenangan semata, padahal penyadapan belum memiliki 

undang-undang khusus, maka dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Saran: Perlu melengkapi aturan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan membuat undang-undang khusus 

tentang penyadapan. 
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